
 

 

 

 

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR : 060-401.021/324/2021 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS SUBKOORDINATOR PADA 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

WALIKOTA MADIUN, 

 

Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7) 

Peraturan Walikota Madiun Nomor 62 Tahun 2021 tentang  

Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun 

tentang Rincian Tugas Subkoordinator pada Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019; 

   2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara; 

   3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9    

Tahun 2015; 

   4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja; 

   5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 
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   6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17       

Tahun 2020; 

   7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan 

Fungsional; 

   8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

   9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Madiun Nomor 8 Tahun 2020; 

    10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

    11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 62 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :   

PERTAMA : Rincian Tugas Subkoordinator pada Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini. 

 

KEDUA : Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum 

“PERTAMA” merupakan tugas yang diberikan kepada Pejabat 

Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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TEMBUSAN: 
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun; 

 2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan

 Pengembangan Sumber Daya
 Manusia Kota Madiun; 

 3. Sdr. Sekretaris Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Madiun. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. 

 

 Ditetapkan di  Madiun 

 pada tanggal 30 Desember 2021 

 
 

 
 

 



 

 

LAMPIRAN  : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  

  NO MOR : 060-401.021/324/2021 
  TANGGAL : 30 Desember 2021           

 

 

 

 

 

RINCIAN TUGAS SUBKOORDINATOR PADA 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 

I. Bagian Umum dan Keuangan  

1. Subkoordinator Program dan Keuangan: 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program; 

b. menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran baik murni maupun perubahannya;  

c. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

d. merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

e. melaksanakan administrasi pembayaran gaji Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan gaji pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

f. mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan 

bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban 

keuangan; 

g. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;  

h. melaksanakan penatusahaan dan pertanggungjawaban keuangan; 

i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;  

j. melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

k. mengevaluasi laporan keuangan;  

l. mengevaluasi laporan kinerja;  

m.  mengoordinasi pelaksanaan medical check up Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan 

oleh Kepala Bagian Umu m dan Keuangan. 

 

II. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 

1. Subkoordinator Kajian Perundang-undangan: 

a. memfasilitasi pengkajian perundang-undangan; 
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b. memfasilitasi penyusunan program pembentu kan daerah; 

c. memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan 

peraturan daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

d. memfasilitasi pembahasan naskah akademik dan rancangan 

peraturan daerah yang berasal dari eksekutif;  

e. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah;  

f. menyusun daftar inventarisir masalah; dan 

g. melaksanakan tugas lain bersifat kedinasan yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. 

2. Subkoordinator Persidangan, Risalah dan Publikasi: 

a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;  

b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. menyiapkan materi/bahan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

d. menyusun risalah, notulen, dan catatan rapat-rapat; 

e. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;  

f. memfasilitasi keprotokolan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

g. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan 

oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. 

 

III. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan  

1. Subkoordinator Fasilitasi Penganggaran: 

a. merencanakan pembahasan Kebijakan U mu m Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

Perubahan; 

b. memfasilitasi Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan; 

c. memfasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah 

pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

d. memfasilitasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis  

6 (enam) bulan berikutnya; 
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e. menyusun laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

f. memfasilitasi pembahasan laporan pertanggungjawaban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

g. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan 

oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.  

2. Subkoordinator Fasilitasi Pengawasan: 

a. membuat notulen hasil rapat dalam rangka pengawasan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah; 

b. merancang bahan rapat-rapat internal Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah yang berkaitan dengan pengawasan;  

c. memfasilitasi penegakan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

d. memfasilitasi reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

e. memfasilitasi kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah 

dan masyarakat; 

f. menghimpun dan menyusun pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

g. memfasilitasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban 

Kepala Daerah; 

h. memfasilitasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan 

i. melaksanakan tugas lain bersifat kedinasan yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.  

 


